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PENETAPAN
Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds

a1 sl Al

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Pengggugat, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 17 Juli 1982, umur 40 tahun,
agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan lbu rumah tangga,
beralamat di Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kudus, 12 Maret 1981, umur 41 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan bangunan, berdomisili di
Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Desember 2022
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds, tanggal 13

Desember 2022, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kudus, Tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah ;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah

tangga di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di  Kabupaten
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Kudus selama 17 (tujuh belas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat
berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan.

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan intim suami
istri (ba’da dukhul) namun belum dikaruniai anak;

5.  Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pengguat dan Tergugat hidup
rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Juni 2020 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan
percekcokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun
kembali;

6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Tergugat sering marah marah dan berkata kasar kepada Penggugat;
- Tergugat selalu menuduh Penggugat kalau Penggugat mandul

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan September 2022, antara Penggugat dan Tergugat terjadi
perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point.6 diatas, yang
akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian Penggugat
kos di rumah Ibu Sukaedah (alm) yang beralamat di  kabupaten Kudus,
sedangkan Penggugat masih tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat
yang beralamat di  Kabupaten Kudus;

8. Bahwa sejak kejadian point.7 di atas, akibatnya Penggugat dan Tergugat
telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, yaitu sejak bulan
September 2022 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama
Kudus;

9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan
Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan Tergugat sudah tidak
memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karena
itu Penggugat merasa tidak ridho dan telah berketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;
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10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) KHI;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua

Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa,

mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugro dari Tergugat kepada Penggugat
(

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds yang
dibacakan di dalam sidang, bahwa Tergugat tidak berada di alamat tersebut;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022, Penggugat
menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor 0000/Pdt.G/2022/PA.Kds.
yang diajukan Penggugat ;

Bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki pembacaan surat
gugatan Penggugat ;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam
berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk meringkas uraian
penetapan ini, Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;
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Menimbang, Bahwa pada persidangan tanggal 21 Desember 2022,
Penggugat menyatakan mencabut perkara cerai gugat Nomor
0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara belum memasuki
pembacaan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut
dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus
dikabulkan;

Menimbang, Bahwa dengan pencabutan perkara oleh Penggugat atas
Gugatannya, maka Hakim berpendapat, bahwa pencabutan perkara tersebut
telah sesuai dengan Pasal 271 ayat (1) R.V. sehingga perkara ini harus
dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, Bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa
dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul akibat
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku
dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor

0000/Pdt.G/2022/PA.Kds. dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara ini telah selesai karena dicabut
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.315.000,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah );

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh
Dra. Ulfah sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan oleh Hakim
tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu
oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.
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Hakim

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.
Perincian Biaya
1. PNBP
a. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
b. Panggilan Pertama Penggugat :Rp. 10.000,-
c. Panggilan Pertama Tergugat :Rp. 10.000,-
d. Redaksi :Rp. 10.000,-
e. Surat pencabutan :Rp. 10.000,-
2. Biaya Proses :Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp. 160.000,-
4. Meterai :Rp. 10.000.-
Jumlah - Rp. 315.000,-

(ratus lima belas ribu rupiah).
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